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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8
Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
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Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan  Kabupaten  Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalya Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2022 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan
BUPATI TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

(1)

(2)

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

™ A0 TP

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
a sebagai berikut:

a.
b.

C.

Pendapatan Rp3.150.502.793.418,46

Belanja Rp3.171.349.572.665,00 (-)

Surplus/Defisit (Rp20.846.779.246,54)

Pembiayaan:

- Penerimaan Rp195.927.222.535,46

- Pengeluaran Rp30.499.999.145,00 (-)

Pembiayaan Neto Rp165.427.223.390,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp144.580.444.143,92
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah
sebagai berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp132.996.268.632,54 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.283.499.062.051,00

2. Realisasi Rp3.150.502.793.418,46
Selisih lebih (kurang) Rp132.996.268.632,54

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp216.638.564.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp3.448.926.284.586,00

2. Realisasi Rp3.171.349.572.665,00
Selisih lebih (kurang) Rp277.576.711.921,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp(144.580.443.288,46) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp165.427.222.535,00)

2. Realisasi (Rp20.846.779.246,54)

Selisih lebih (kurang) (Rp144.580.443.288,46)



d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp(0,46) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp195.927.222.535,00
perubahan

2. Realisasi Rp195.927.222.535,46

Selisih lebih (kurang) (Rp0,46)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp855,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp30.500.000.000,00
perubahan

2. Realisasi Rp30.499.999.145,00

Selisih lebih (kurang) Rp855,00

f. Selisih anggaran dengan  realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp(855,46) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp165.427.222.535,00
perubahan
2. Realisasi Rp165.427.223.390,46
Selisih lebih (kurang) (Rp855,46)

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) Rp195.927.222.535,46
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rpl195.927.222.535,46
Tahun Berjalan

Sub Total Rp0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rpl144.580.444.143,92
(SILPA/SIKPA)
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp144.580.444.143,92
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp4.575.203.496.381,38

b. Jumlah Kewajiban Rp37.602.224.816,33

c. Jumlah Ekuitas Rp4.537.601.271.565,05
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per
31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp2.777.983.599.713,64

b. Beban Rp2.885.504.859.764,70 (-)

c. Kegiatan Non Operasional Rp,00 (-)

d. Pos Luar Biasa Rp28.338.239.939,00 (-)

e. Surplus (Defisit-LO) (Rp135.859.499.990,06)
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022 Rp198.566.495.133,46

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp286.006.480.582,46

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp338.036.086.892,00)
Keuangan

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Rp487.376.251,00)



f. Saldo Akhir Kas
terdiri atas:
1. Kas di Kas Daerah

Rp146.049.512.572,92

Rp136.164.741.596,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp8.190.058.539,92

4. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Rp0,00
Pertama

5. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Rp8.882.849,00
Sekolah

6. Kas Lainnya Rp1.685.829.588,00

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
f per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus (Defisit-LO)
c. Koreksi ekuitas lainnya
d. Ekuitas Akhir

Rp4.690.892.769.436,36
(Rp135.859.499.990,06)
(Rp17.431.997.881,25)
Rp4.537.601.271.565,05

Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2022, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, yang terdiri atas:

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi  realisasi  belanja  menurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan
sub kegiatan;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V Neraca:

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran
2022;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir Tahun Anggaran 2022;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2022;
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Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX
Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Daftar  Rekapitulasi  Realisasi Penambahan  dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2022;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022;
Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun
Anggaran 2022;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022;
Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2022;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2022;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2022;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2022;
Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun Anggaran
2022.

Milik

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
Peraturan Daerah

setiap

orang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 September 2023
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna

pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH

Salinan sesg\ai dengan aslinya
Kepal7/ Bagian Hukum,

KABUPATEN TASIKMALAYA, , f

ttd

MOHAMAD ZEN

( [ |

lI J

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARAT: (1/145/2023);

TASIKMALAYA PROVINSI JAWA



